
WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR “11 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2).
Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13):
bahwa sehubungan untuk menyelaraskan kembali fungsi
dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam sistem dan
prosedur pelayanan Bea Perolehan lak Atas Tanah dan
Bangunan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah
dan disempurnakan,
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Beu
Perolehan Hak Atus Tanah dan Bangunan,

a
-

b.

c.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Nepara Tahun 1956 Nomor 20):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor
5049),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcerundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nornor
5679),

1A

2.

3.

4.
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 2S,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164):
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5179),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015

5.

6.

7.

8.

(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5),
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1.
2.

N
D

AO

Daerah adalah Kota Padang.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Padang.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Padang.
Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Padang.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

8.
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9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

12. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi
objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan
satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan
yang berlaku secara nasional.

13, Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

14. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran
nilai/ harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

15. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat
NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga
objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

16. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
denda dan/atau bunga.

h1.
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24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

25. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima
setoran penerimaan Daerah.

26. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu
pihak ke pihak lain.

27. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh
Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

29. Penelitian/verifikasi adalah suatu rangkaian kegiatan pemeriksaan setempat
dan/atau lapangan atas kebenaran penulisan, isian, dan perhitungan SSPD
BPHTB dengan dokumen pendukung lain yang berkaitan.

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Sistem
Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
dikenakan pajak dengan nama BPHTB.

(2) Setiap Wajib Pajak menghitung sendiri BPHTB yang terutang dengan cara
mengalikan tarif dengan NPOP setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(3) Hasil perhitungan BPHTB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan penelitan/ verifikasi.

(4) Dalam hal hasil penelitian/verifikasi disetujui, diterbitkan SSPD dan Wajib
Pajak membayar BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.

(5) Dalam hal hasil penelitian/verifikasi ditolak, Wajib Pajak memperbaiki
BPHTB sesuai dengan hasil penelitian /verifikasi.

(6) BPHTB yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (S)
diterbitkan SSPD dan Wajib Pajak membayar BPHTB kepada Bank persepsi
yang ditunjuk.

(7) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan menyampaikan SSPD
BPHTB yang telah dibayar kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan
untuk dilegalisasi.

(8) Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan menyampaikan SSPD BPHTB yang
telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Sub
Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan untuk selanjutnya diserahkan
kepada Wajib Pajak.

(9) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan mendokumentasikan
SSPD BPHTB sebagai bahan pelaporan.

(10) Wajib Pajak memperlihatkan bukti pembayaran SSPD BPHTB kepada
Notaris/PPAT sebagai syarat mengurus akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

-
)
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(1)

2)

3)

(4)

(S)

Bagian Kedua
Prosedur
Paragraf 1

Tata Cara Penghitungan SSPD BPHTB
Pasal 3

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan
bangunannya berupa jual beli, tukar menukar, pemasukan dalam perseroan
atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan,
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah, menyiapkan dokumen:
a. fotocopy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya yang dilegalisir

oleh Pejabat yang berwenang,
b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Wajib Pajak orang pribadi,

akta pendirian Badan dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan
Badan:

c. fotocopy SPPT PBB tahun berjalan,
d. fotocopy tanda bukti lunas PBB tahun berjalan dan atau melunasi

tunggakan,
e. foto dan denah lokasi objek pajak, dan
f. dalam hal terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam SPPT PBB-

dengan sertifikat tanah, agar melampirkan Surat Keterangan Lurah yang
menerangkan bahwa tanah dan atau bangunan yang tercantum dalam
SPPT PBB sama dengan tanah yang tercantum dalam sertifikat.

g. Daftar harga rumah yang dikeluarkan oleh develepor/pengembangan
perumahan bagi perumahan baru.

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan
bangunannya berupa hibah menyiapkan dokumen:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f:

dan
b. surat pernyataan hibah.
Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan
bangunannya berupa hibah wasiat atau waris menyiapkan dokumen:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f:
b. surat keterangan waris, dan
€. surat keterangan kematian.
Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan
bangunannya berupa peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menyiapkan dokumen:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan fI,

dan
b. fotocopy putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.
Wajib Pajak dalam menghitung sendiri BPHTB yang terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang perolehan hak atas tanah dan
bangunannya berupa penunjukan pembeli dalam lelang, menyiapkan
dokumen:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan f:

dan
b. fotocopy risalah lelang.

s
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(1)

(2)
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(8

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Wajib Pajak dalam menghitung sendiri SSPD BPHTB yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perolehan hak atas tanah dan
bangunannya berupa jual beli untuk perumahan baru baik yang bersubsidi
maupun yang tidak subsidi dasar pengenaan BPHTB adalah harga jual yang
tercantum dalam list harga yang dikeluarkan oleh Pengembang,Developer.

Paragraf 2
Tata Cara Penyampaian SSPD BPHTB

Pasal 4
Wajib Pajak setelah menghitung sendiri BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) menuangkan dalam SSPD yang disediakan oleh
Dinas.
Wajib Pajak menyerahkan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), isian
formulir penelitian/verifikasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sesuai dengan jenis perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan.
Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan merneriksa
kelengkapan administrasi Wajib Pajak.
Dalam hal kelengkapan administrasi telah lengkap, Kepala Sub Bagian
Pelayanan Informasi Pendapatan memberikan tanda terima kelengkapan
administrasi.
Dalam hal kelengkapan administrasi belum lengkap, Kepala Sub Bagian
Pelayanan Informasi Pendapatan mengembalikan bahan administrasi
kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.
Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan meneruskan
kelengkapan administrasi yang telah lengkap kepada Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan untuk dilakukan penelitian/ verifikasi.
Tata cara pengisian, bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Kelengkapan penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

y
(A

)
YA

)

Paragraf 3
Tata Cara Penelitian/ VerifikasiSSPD BPHTB

Pasal 5
Penelitian/verifikasi SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6)
dilakukan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan dapat memerintahkan petugas
untuk membantu penelitian/verifikasi SSPD,
Penelitian/verifikasi SSPD meliputi :

a. penelitian/verifikasi atas kebenaran informasi yang tercantum dalam
SSPD:

b. penelitian/verifikasi atas kelengkapan dokumen pendukung SSPD, dan
c. penelitian/verifikasi lapangan.

Pasal6
Penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya formulir SSPD dalam keadaan
lengkap dan tidak dipungut biaya.
Penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan tujuan :

a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang
tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran lainnya,
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4)
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(6)

1)

2)

3)

4)

b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi dengan basis data Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

Cc. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi dengan basis
data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

d. meneliti kebenaran penghitungan Pajak terutang yang meliputi dasar
pengenaan (NPOP/NJOP), NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu,
BPHTB terutang/yang harus dibayar,

e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk
besarnya pengurangan yang dihitung sendiri. .

Kegiatan penelitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan menggunakan
formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi, dengan unsur-unsur yang
diteliti/diverifikasi antara lain :

a. NOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Petugas peneliti mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD
dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
lainnya,

b. besarnya NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan permeter persegi:
Petugas peneliti mencocokkan NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan
per meter persegi pada basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan:
penghitungan NJOP,

. penghitungan BPHTB, terutama untuk meneliti kebenaran:
1. NPOP,

NPOP diisi dengan harga transaksi/nilai pasar, apabila harga
transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih kecil daripada NJOP
maka NPOP diisi dengan NJOP.
Kecuali perolehan hak karena lelang apabila harga transaksi yang
tercantum dalam risalah lelang lebih kecil daripada NJOP maka NPOP
diisi dengan NJOP,

2. NPOPTKP,
3. BPHTB yang terutang, dan
4. BPHTB yang harus dibayar.

Dalam hal diperlukan penelitian/verifikasi lapangan, Pejabat yang ditunjuk
menerbitkan surat tugas untuk petugas penelitian/verifikasi lapangan.
Penelitian/verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kebenaran
harga transaksi /nilai pasar yang dicantumkan oleh Wajib Pajak.
Formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7
SSPD yang sudah dilakukan penelitian/verifikasi dikembalikan kepada
Wajib Pajak dilengkapi dengan salinan Kertas Kerja Penelitian.
Dalam hal hasil penelitian/verifikasi tidak ada koreksi, Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan menerbitkan lembaran persetujuan sebagai
syarat pembayaran BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.
Dalam hal hasil penelitian/verifikasi ada koreksi dan disetujui oleh Wajib
Pajak, maka SSPD diperbaiki oleh Wajib Pajak sesuai dengan Kertas Kerja
penelitian/verifikasi.
Dalam hai SSPD yang telah diperbaiki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Wajib Pajak mengembalikannya kepada Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan untuk diterbitkan lembar persetujuan sebagai
syarat pembayaran BPHTB kepada Bank persepsi yang ditunjuk.

7
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(1)

(2)

(3)

(4

5

(6

Pasal 8
Wajib Pajak yang tidak menyetujui hasil Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat memohon secara
tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan untuk dilakukan penelitian ulang.
Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (lt) hanya
dapat diajukan1 (satu) kali dengan disertai:
a. data pendukung dan keterangan harga transaksi/nilai pasar dari

pejabat di wilayah objek pajak sebagai pertimbangan dalam Kertas Kerja
Penelitian: dan

b. surat pernyataan wajib pajak yang menyatakan kejujuran harga
transaksi sesuai kondisi sebenarnya,

Kepala Dinas wajib mengabulkan seluruh SSPD dan kelengkapan
administrasi permohonan Wajib Pajak berdasarkan hasil penelitian ulang.
Wajib Pajak membayar BPHTB yang terutang ke Bank Persepsi yang
ditunjuk dan menyerahkan bukti pembayarannya kepada Kepala Sub
Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan.
Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan meneruskan kepada
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan untuk ditandatangani dan
dilegalisasi.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan meneruskan kepada Kepala Sub
Bagian Pelayanan Informasi Pendapatan untuk selanjutnya diserahkan
kepada Wajib Pajak.

)

5)

)mx

Paragraf 4
Tata Cara Pembayaran

Pasal 9
Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak apabila :

a.
b.

(1)
(2)

(3)

4)

(1)

(2)

SSPD sudah diteliti/diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk, dan
terbitnya lembaran persetujuan SSPD oleh Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan.

Pasal 10
Pembayaran Pajak dilakukan di Bank Persepsi yang ditunjuk.
Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek,
atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah
dibukukan pada Kas Daerah.
Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya pada SSPD akan
dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan meneruskan SSPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Informasi
Pendapatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Pajak.

M

Pasal 11
Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding,
yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterbitkan.
Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD tercantum dalam Lampiran V,
Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

8



Paragraf 5
Tata Cara Penagihan

Pasal 12
(1) Kepala Dinas melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak

sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan
Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah atau tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

(2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak,
dikeluarkan7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak
harus melunasi Pajak yang terutang.

(4) Bentuk surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

7

Pasal 13
(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka

waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, jumlah Pajak yang
harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat
21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua
kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima
Wajib Pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 15
Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajak,
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan kepada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melaksanakan lelang.

Pasal 16
Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menetapkan hari,
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 17
(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu

tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan
Pasal 19, dengan memperhatikan situasi dan kondisi.

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus
dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

9



(3 Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3
(4)

(1)

(2)

(3

@

dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan
pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta
permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa
memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 6
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 18
Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila :

a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang,
b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Dalam hal akta jual beli telah ditandatangani namun karena suatu hal,
kedua belah pihak penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual
beli tersebut, maka atas Pajak yang telah dibayar tersebut tidak dapat
diminta kembali (tidak dapat direstitusi), karena dalam jual beli saat
terutangnya Pajak adalah sejak saat dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pasal 19
Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas
dengan melampirkan SSPD yang sudah terverifikasi kepada Walikota up.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
Pengajuan permohonan dapat dilakukan :

a. secara langsung, atau
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, diberikan tanda bukti penerimaan surat.
Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau
tanda bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bukti pencrimaan permohonan.

Pasal 20-
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas
permohonan pengembalian kelebihan Pajak dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap
dikabulkan dan Walikota atau Pejabat harus menerbitkan keputusan
sesuai dengan permohonan yang diajukan.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
Bentuk dan isi SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang
Nomor 13 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 13) tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
padatanggal (8 Duri 2016

OTA PADANG

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,
4

NA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 2?
-

11



LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27? TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH , : Waji j

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNA
ta 2

Na
PPaTLb 3: Kantah

(SSPD - BPHTB) Lg Ka,
Ubi 5: Rendan4d

RERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Uber 5 : Oank

PAJAK BMI DN BANGUNAN (SPOP PBB) h

DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengiswn pada halaman belakang lerabat (1Lorintah dahuta

AL 1. KamaWaw Pajak
|

2. NPWP L.

3. Alamat
Wiapb Pajah

4, Kelurahan 5. RTRW 6. Kecamatan

7. Kote 8. Kode Pos

B. 1. Nemar Onjek Pajak (NOP) PBB
1 MI ) LLII LI O Luo

2 Letak Tarah danfatau Bangunan

3, Kelurahan 4, RURW

$. Kecamatan 6. Kota

7. Marga transaksi/Nilai Pasar
|
ro.

|

PenghilunganNJOP PBB
—— —

& Luss .
NJOP PADIM?

LI Ulas Loh dangan . agar « NJOP PBR"vealan
Lenanaac has Heroes MEN

Tanah (Bumi) - 8. m Tio Rp — 12| Rp. — ea

| Bangunan
4. «Ini Rp. 13k Rp. rei

NJOPPBB La. Ro. - bee
15. Jenis perolehanhak kas tanan Han atau bangunan

1G. Nomor SEFUNKAL: Lea.ocoooocooo woo nenen tenan Mann ana PEN ea aan Maan

CPENGATUNGAN BPHTB Iranya disi berdasarkan penghilangan wakbpajak)
—

Ndai Pero'ehan Odjak Pajak ( HPOP) memperhatikan nilai pada B. ? dan B. 14 TAP
Nai Perc!etian Otjak Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP! 2 |.
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak INPOPKP) mm

de
|
3

|
Rp -

Aca Perolehan
Hak Alas Tanah

dan Bangunan yang Terulang
Sereweh TA RB,

.—-

D. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN
(1 a. Penghitungan Wazh Pajak

b. STPD BPHTB / SKPO Kurang Bayar /SKPD
Kurang Bayar Tambahan ") Nogaar: Tangga :

|1
6 Pengurangandihitung sengai menjat : Ia DESAIN LAN PELAMNANKNO NO. ....... ....... eco ate can
Osama aman

JUMLAH YANGDISETOR ( dengan angka) — 4 dengan huruf
,

Rp. SN mtetatat tata
(berdasarkan perhtungan CA can peihanci D |

PP (" Hanan - Mengotahw. Ditoliv
/
Telah Diwonfikasa . Dilerina Olel' :

WapoPajak1 Penyetor PPAT 7 Horan Dinas Pendapatan Daerah Tompal Pembayaran BPHTB

Ona terang Mnc ear | Ungtra agkag burka ngan | (nana tengaap GB ane3 IAIN | #raruirngass buregtgan |

Henya diisi oleh Nomor Dukumen CT CT CTL CT TI)
Petugas Dwpenda xorressas MI CJ TT TU TU CT 0

Al

-
R

-

lg



PETUNJUK PENGISIAN SSPO BPHTB

4a31 Lotnbat F Want PPAT Lengan Sore Kedata Kania Beren, Pertanaran

LANG Tetarj doa Lembar 6
Pi bg at pa"
“il Sona Bu

Bo Ferenesa PtAa dan Gear kena 1 eterng ma AA ih

Kera Lebar eteama f nya Pelayanan mua Pak,

entar yes per Liu an Pan arah

Bat Ker:

CARA PENGISIAN
Da Pengen Kewanga dan Aset dus do xgan Dinas Pamcelutoon Kenangan dar Asa ya NP angran sarjana TS PU Latah LA Val Rn dh

HESA ai Jungan GD LP
gal sg angan Dunk jalas

Met B

PA Ga ANA LN Tan
" TP PEB atas tanah Jera Dar Jihan Ma RO Ya aa ean

3 Tr STPTTAT pan

ata - Dara te Ta harga ya
Pena . Pa TN Ba NI PN

Na | Pa 4)

Dea BONTAN PNY CA ESA |NG LYAN PPA LATEN pan PT ea enakan Rear Lang rem onar org
daa beigan kace peras perilenen has ala tonah Jan bangunan sebaga Dn: 4

Jerm Deretan ai Has
|

Kunto des Peroictan sak Kana sea Peragaran Hah toa
1

Paningaha 1 Hat » Panas kandalan aeeerorbatanhukum innya tb Porn kasar uzana
iri

vdo Ot |. Pentaahar kat yang mengonhahar penditan GP Megan "
32 Pa Penis manrerbesan dalam klerg va Pereiarar Naa uman sore ana Suha RSS rara. kesan) 18

. 95 Do Pemesanan pekan Paya yong mang ya CO Pergieran feed Haru 3
kenarai Kkum lelap “01. Pempatar ak baru Sataga bea, ton pelepasan nas 18

- OS |
- Penggabungan Usaha

SR Pemesan taat ir gelesaan bk ad

» Peletusy Usaha .

gatau Perrispan Haa ema SO mna Se 3 Ta RINA ge mere daur po urai Mo un BEM
TAPIN TA:MEA

3
PENAK T2 TING. PRANATA

SN
GO

ALA G-SL NGNPAPESA AI
C7 PENA LA « HE AA

PAKA
DIT
Sa

NGDE
SA

BILA PANGAN MEN 20

LAN)
Tani

“ beruang Uas sabadi

Mann Kian Pb Tenan yan Pa la 2 KPT "

Aa

pada paraturan Ktenteri Peberasn Yan ara Ru
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ata arah Yan Siau Lanyunan yang
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LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 4? TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENELITIAN SSPD

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yarg bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pujak :

Alamat Wajib Pajak ! Telp... ..
Nomor Objek Pajak PBR
Letak Tanah dan Bangunan :

Dengan ini saya mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTB, dengan kelengkapan sebaga
berikut :

1, SSPD:
2. Fatnkapi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin

Mengcmudi/ Paspor):
3. Bukti Pelunasar. SPPT,
&, Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan):
5. Forokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan),
b. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaks

waris,
7. Fotokopi sertifikat Tanah /Bukti Kepemilikan Lainnya, dan
8. Foto uljek pajak
Demikian permahonan saya untuk dapat dilakukan penclitian.

Hormat Saya,
Pemohon,

Nomor Formulir :

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

KERTAS KERJA PENELITIAN/VERIFIKASI SSPD

KOP SURAT DINAS

KERTAS KERJA PENELITIAN/VERIFIKASI SSPD

Bun
Tahun
Na. Repister
Velah diadakan penelidan SSPD

BpkTa yang disampaikan oleh Wajih Pajak
DATA WAJIB PAJAK :

Nama Wajib Parak
Alamat Wa:9 Pak
Letak/Alamat Objek Pajak
Penctitian telah dilaksanakan pada unsur-unsur scbapai berikut:
No. Unsur yang diteliti Menusut SSB | Menurut hasil | Sesuai Tidak Keterangan

penelitian Sesuai

1 KOP
2 NJOU umi, m?
3 NJOP Bangunan/ra?
3 Penghitungan BPHTB

1) NPOP
2 NPOPTKP
3i NPOPKP
41 BPIH yang terutang
3) BPHTB yang harus dibayar
Ak Jumlah a | Perlitungan
Setoran WP
Berdasar b | STFD/
kan SKPDKB/

SKPDKBT
c | Pengurangan

dih:tung
sendir.
karena

d

Kesimpulan hasil
penexuan

: 3)
1. Memenuhi syarat untuk dicap dan ditandatangan
2, Tilak memenmihi syarat umtuk dicap dan ditandatangan

Petugas Fencliti, Mengetahui : Disetujui :

Atasan Petugas Fencliti, Kepala

ae ANN Da GD aa aa

Targgal: Tangpal : Tanggai :

-—

L

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2? TAIIUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT PERNYATAANWAJIB PAJAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| Nama
Usia
Agama
Alamat

Selakupenjual

Nama
Usia
Agama
Alamat

Selaku pembeli

Menyatakan dibawah sumpah atas agama saya :

“DEMI TUHAN, SAYA BERSUMPAH DENGANSEJUJURNYA SERTA SADAR BAHWA SUMPAH
SERTA PERNYATAAN SAYA INI DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI AKHERATKELAK, DENGAN

INIMENYATAKAN TENTANG DATA :

Lokasi objck pajak
RT/RW
Kelurahan

Kecamatan :

Kota : Padang
NOP PBB :

Jenis perolehan
Harga transaksi :Rp

Apabila dalam proses pemeriksaan/ penelitian lebih lanjut. ternyata ditemukan fakta/ hukti baru yang
menyatakan bahwa pernyataan saya salah dan atau ditemukan data/ bukti baru yang menyebabkan kekurangan
pajak BPHTB yang scharusnya dibayar, maka saya sip diberikan sanksi administrasi/ hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, baik peraturan perpajakan (UL! No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Rewibusi Daerah beserta peraturan perundangan yang mengikutinya) maupun peraturan
hukum (KUHP dan KUHAP) karena terkaregari melakukan kejahatan perpajakan yang merugikan negara.

Pernyataan ini bersifat mengikat sekaligus menjadi alat bukti sah dalam persidangan dan penyelesaian
sengketa hukum dan sudar surat pernyataan ini dapat disampaikan kepada Auditor maupun aparat penegak
hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada puksaan dari pihak manapun
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum,

sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Padang, LM.

Penjual Pembeli

AlN.

Rp. 6000

WALIK PADANG,

LDI



TENTANG

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2Y TAHUN 2016

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

KOP SURAT DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERATI KURANG BAYAR (SKPDKB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT WAJIB PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO: .

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bang
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak

#) :
Nomor Objek Pajak (NOP) -..

Alamat :....

TAHUN :

unannya dengan :
Nomor -.

Jenis Perolehan Hak -

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah

dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

IL Dan pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai

berikut :

LI. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.
2, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp.
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1-2) Rp.
4. BPHTB yang terutang 3a & KP. ore soon caen can saban) Rp.
5. BPHTB yang seharusnya di hayar Rp.

6. BPHTB yang telah di bayar Rp.
7. Diperk:itungkan :

a. Pokok STPD Rp.
b. Pengurangan Rp.

c. Jumlah (a tb) Rp.
4. Dikurangi pokok SKPDLB Rp.
e. Jumlah (c-d) Kp.

8. Jumlah yang dapat diperhitungkan (6#7e) Rp.
9. Pajak yang kurang dibayar (5-8) Rp.
10, Sanksi administrasi berupa bunga

Bunga —....... bulan x (bunga) Fox Rpas. (9) Rp. .
1. Jumlah yang masih harus dibayar (91 10) Rp.

Dengan huruf :

Padang, ........ Tahun
Kepala,

|

Nip.

TA PADANG,

yggal):

1

WALIKO

MAHYELDI



LAMPIRANVI
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAII DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

KOP SURAT DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)
BEA PEROLEJIAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

TAHUN :

NAMA WAJIB PAJAK
ALAMA | WAJIB PAJAK
YANGGAL JATUI! TEMPO .

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendartaran Hak ") :
. .. Nomor Tanggal

Nomor Objek Pajak (NOP)
- . . Jenis Perolehan Hak:

Mamat” ana

. Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor | Yahun 2011 tentang Bca Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

telah dilakukan pemeriksaan alau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
II. Pari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut :

|. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.
2, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp.
3. Nilai Perolehan Ohjek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) (1-2) Rp.
4, BPHTB yang terulang 18 RP senen aa ana me es Rp.
S. BPHTB yang seharusnya di bayar Rp.
6. BPHTB yang telah di bayar Rp.
3. Diperhitungkan :

a. Pakak STPD Rp.
hb. Pokok SKPDKB Rp.
c. Pengurangan Rp.
d. Jumlah (a tb —c) Rp.
e. Dikurangi pokok SKPDLB Rp.
f. Jumlah (d-—e) Rp.

8. Jumlah yang dapat diperhitungkan (6171) Rp.
9. Pajak yang kurang dibayar (5-8) Rp.
10. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Kenaikan- (”—.) 9x Rp Rp.
1. Jumlah yang masih harus dibayar (91 10) Rp.

Dengan huruf:

Padang, . "Tahun

Kepala,

|

( )
|

Nip.
———

WALIKOTA PADANG

ELDI



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 44 TAHUN 2016

DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAII DAN BANGUNAN

TENTANG SISTEM

SURAT TAGIHAN PAJAK DAKRAH (STPD)

KOP SURAT DINAS

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

TAHUN :

NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT WAJIB PAJAK .

TANGGAL JATUH TEMPO: 0.

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :

Akla/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak ") Nomor... ...
Non:or Objek Pajak (NOP) : Jenis Pcrc'ekan Hak -

Alarrat .

L

1.

Tanggal
:

Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor | Tahun 2011 tentang Bca Perolehan Ilak Atas Tanah dan Baugunau

telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut :

I. Pokok Pajak yang harus dibayar Rn.
2. Telah dibayar tanggal Rp.
3. Pengurangan Rp.
4. Jum!ak yang dapat diperhitungkan (2-3) Rp.
8, Kurang dibayar (1-1) Rp.
6. Sanksi administrasi berupa Bunga Rp.
1. Jumlah yang masih harus dibayar (516) Rp.
Dengan huruf :

Padang, ... Tahun
KEPALA,

Nip.

A

WALIKOTA PADANG

MAHVELDI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR AY TAHUN 2016
TENTANG — SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT TEGURAN

KOP SURAT DINAS
|

Padang 2. Tahua ..
Kepada Sdr

di-
Tempat

SURAT TEGURAN
Nomor :

Nama Wajib Pajak
NOP PBB
Letuk Objek Pajak

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Bca Perolchan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) sebagai berikut : ,

Jenis Pajak Tahun Nomor dan Tanepal SKPDKB/ Tanggal Jatuh Tempv Jumlah Tunggakan
SKPDKB I/SIPD f

.

Ben Perolehan Hak Rp.
Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)
Dengan huruf :

Aa

|

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksu, maka diminta kepada Snudara agar melunasi jumlah

Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh ) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tungeakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada
|

Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. |

Padang, .. Tahun
KEPALA,

-

)

Nip,
«

ALIKOTA PADANG

ELDI



LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAII LEBIH BAYAR (SKPDLB)

KOP SURAT DINAS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIII BAYAR (SKDPLB)
TAHUN:

NAMA WAJIB PAJAK
ALAMAT WAJIB PAJAK
TANGGAL JATUH TEMPO
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak ") Km. Namor: . Tanggal :

Nomor Objek Pajak (NOP): . Jenis Perolehan Hak” la

Alaraat

1 Berdasarkan Perda Kota Padang Nomor | Tahun 2011 tentang Bca Peralehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanann kewajiban Wajib Pajak.
IL Dari pemeriksaan ulau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak

terutang adalah sebagai berikut :

|, Dasar Pengenaan Pajak Rp.
2, Pajak yang terutang Rp.
3. Kredit Pajak :

n. Setoran yang Jilakukan Rp.
b. Lain-lain Rn.
Cc. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang

akan datang/utanz »njak Rp.
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a - be) Rp.

4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) Rp,
5. Sanksi administratif

a. Bunga Rp.

b. Kenaikan Rp.
c. Jumlah sanksi administratif (at b) Rp.

6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 # Sc) Kp.
Dengan huruf :

Padang Tahun
KEPALA,

(. )

Nip.

OTA PADANG,

K

ALI

MAHYELDI


